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Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa ada permohonan dispensasi kedua dan apakah dispensasi kawin kedua tersebut diperlukan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yang merupakan penelitian secara lapangan dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta yang pelaksanaan ketentuan hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan perbedaan penafsiran ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 16/2019 menyebabkan beberapa KUA di Kabupaten Wonosobo masih mensyaratkan pengajuan dispensasi kawin kedua bagi calon pengantin yang usianya di bawah 19 tahun meskipun statusnya janda atau duda. Secara regulasi dispensasi kawin diajukan hanya sekali karena setelah melakukan perkawinan seseorang telah dianggap cakap hukum, namun dengan mempertimbangkan prinsip pelindungan anak, pengajuan dispensasi kawin kedua diperlukan karena sesuai dengan amanat pencegahan perkawinan usia anak dalam Undang-undang 35/2014. Dengan adanya pengajuan dispensasi kawin kedua tersebut dapat digunakan sebagai pengingat bagi hakim agar lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini dirancang sebagai referensi bagi Pengadilan Agama dan KUA serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyamakan persepsi apakah pengajuan dispensasi kawin kedua bagi janda atau duda yang usianya masih di bawah 19 tahun harus dilakukan. 
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A. Pendahuluan
Anak merupakan gambaran masa depan suatu bangsa di masa yang akan datang. Memastikan anak-anak tumbuh dengan baik, terjamin hak dan mendapat perlindungan dalam setiap tahapan tumbuh kembangnya merupakan sebuah investasi besar yang dapat dilakukan negara. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) menyebutkan, Kewajiban dan tanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak dimiliki oleh semua pihak baik itu negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua maupun wali.
Diantara masalah perlindungan anak yang banyak dihadapi adalah mengenai perkawinaan di bawah umur. Hasil penelitian tahun 2015 yang dilakukan Pusat Kajian gender dan Seksualitas Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua kawasan Asia Tenggara jumlah perkawinan anak. 7,3 juta perempuan Indonesia melangsungkan perkawinan di bawah umur.[footnoteRef:1] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU 16/2019), mensyaratkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Perkawinan anak di bawah umur sendiri memiliki banyak kerugian dan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian. [1:  Subdirektorat Statistik Rumah Tangga, Kemajuan  Yang  Tertunda:  Analisis  Data  Perkawinan  Usia  Anak  Di Indonesia (Jakarta: BadanPusat Statistik Indonesia, 2015).] 

Dampak negatif yang terjadi dalam perkawinan usia anak, khususnya bagi perempuan, adalah mengenai organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan yang siap dibuahi sekurang-kurangnya adalah setara dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun. Pembuahan diusia yang kurang beresiko menimpulkan penyakit pada reproduksi serta berbahaya ketika terjadi kehamilan karena organ reproduksi yang belum siap[footnoteRef:2]. Perkawinan usia anak juga telah merebut hak-hak anak khususnya hak atas pendidikan. Pendidikan adalah ruang untuk seseorang berkembang dan menggali pengetahuan. Perkawinan usia anak akan menyebabkan putusnya pendidikan anak. Kecil kemungkinan mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Belum lagi dalam perspektif sosial, perempuan dipandang sebagai calon ibu yang nantinya hanya akan merawat anak, sehingga banyak anggapan perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi. Ketika pasangan tersebut memiliki seorang anak, dengan keterbatasan pendidikan dan wawasan yang mereka miliki maka mereka akan cenderung menggunakan pola asuh otoriter yang berakibat buruk bagi anak mereka.[footnoteRef:3] [2:  Akh Syamsul Muniri and Nur Shofa Ulfiyati, “KONDISI ANAK PEREMPUAN DAN DAMPAK PERKAWINAN ANAK (Studi Pandangan Ulama Perempuan Indonesia),” al-Mawarid Jurnal Syari’ah & Hukum 3, no. 1 (2021): 1–12.]  [3:  Ibid.] 

Meskipun banyak dampak buruk terkait perkawinan anak, akan tetapi prakteknya di masyarakat kebutuhan untuk segera menikah juga masih tinggi, baik karena kesadaran untuk sekolah rendah, sudah memiliki perkerjaan tetap, kekhawatiran mendekati zina, sampai dengan keadaan anak perempuan telah hamil di luar nikah. Apapun motivasinya, tidak dapat begitu saja melakukan perkawinan sebab ada aturan batas usia minimal perkawinan.
Masih terdapat celah guna menyimpangi batas minimal usia perkawinan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 7 ayat (2) UU 16/2019 memberikan jalan untuk para pihak yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi usianya masih belum mencapai 19 tahun, dengan mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama islam dan Pengadilan negeri bagi yang beragama selain islam. Dispensasi kawin sendiri memang diberikan dengan tujuan agar tetap dapat dilaksanakannya perkawinan antara calon pengantin perempuan maupun laki-laki yang belum mencapai usia minimal yang ditentukan oleh Undang-undang, dimana mereka memiliki alasan yang mendesak.[footnoteRef:4] [4:  Syeh Sarip Hadaiyatullah and Nurul Huda, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin,” ASAS 12, no. 01 (2020): 150–166.] 

Setelah dispensasi kawin diberikan oleh hakim, perkawinan akan dilaksanakan. Permasalahan selanjutnya adalah tidak semua perkawinan berjalan sesuai kehendak. Tidak jarang juga yang berakhir dengan perceraian. Apalagi perkawinan dalam usia anak ini sangat rentan permasalahan karena dari faktor ekonomi, psikologis masih perlu bantuan dan pengawasan dari orang tua. 
Perkawinan usia muda memiliki relevansi dengan tingginya jumlah perceraian di Indonesia, baik itu cerai gugat maupun cerai talak yang didominasi oleh pasangan berusia 20 – 30 tahun. [footnoteRef:5] Perkawinan yang dilaksanakan pada usia muda dapat berujung pada perceraian dan perselingkuhan. Hal tersebut dikarenakan gejolak emosi pada remaja cenderung belum stabil, sehingga memberikan peluang tinggi terjadinya pertrengkaran dengan pasangan. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi karena ketidak seimbangan relasi antara suami dan istri yang menikah di usia muda.[footnoteRef:6]  [5:  Ani Yumarni and Endeh Suhartini, “Perkawinan Bawah Umur Dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor),” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 26, no. 1 (2019): 193–211.]  [6:  Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS 2, no. 2 (2020): 33–52.] 

Pada Pengadilan Agama wonosobo, naik turunnya jumlah permohonan dispensasi kawin dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Mengenai permohonan dispensasi kedua yang diterima Pengadilan Agama Wonosobo, berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa PA Wonosobo masih menerima permohonan dispensasi kawin kedua. 
“Disini masih ada beberapa permohonan dispensasi kawin yang kedua kalinya, karena ada perbedaan pemahaman antara beberapa KUA. Meskipun seharusnya ketika sudah perrnah menikah harusnya tidak usah mengajukan dispensasi kembali. Akan tetapi karena sudah ada surat penolakan dari KUA dan permohonan dispensasi kawin kedua sudah masuk maka akan kami proses, untuk dikabulkan atau tidaknya permohonan itu menjadi kewenangan hakim. Untuk data pastinya tidak punya karena tidak diklasifikasikan mana yang permohonan (dispensasi kawin) pertama mana yang kedua, tapi tahun kemarin (2021) jumlahnya (permohonan dispensasi kawin kedua) kalau 20an ya lebih”.[footnoteRef:7] [7:  Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Wonosobo, “Masih Ada Permohonan Dispensasi Kawin Kedua,” March 16, 2022.] 


Ketika anak yang menikah dengan dispensasi ini bercerai, dimana usianya masih belum mencapai batas usia kawin bagaimana ketika dia berniat untuk menikah lagi apakah memerlukan pengajuan dispensasi kawin ulang. Misal seorang anak menikah di usia 16 tahun, bercerai usia 17 tahun, dan akan menikah kembali di usia 18 tahun. Melihat masih adanya pengajuan dispensasi kawin kedua menjadi permasalahan tersendiri, apakah pengajuan dispensasi kawin kedua tersebut memang diperlukan atau justru melanggar hak asasi dari janda atau duda yang usianya masih di bawah 19 tahun yang akan melangsungkan perkawinan kedua. Ataukah dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak seharusnya adanya pengajuan dispensasi kawin kedua menjadi pengingat bagi hakim agar lebib berhati-hati dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.
Permasalahan pertama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa ada permohonan dispensasi kawin yang kedua? Permasalahan selanjutnya adalah dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak perlukah adanya permohonan dispensasi kawin kedua?
Penelitian ini masuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami masyarakat lebih dekat serta melihat suatu masyarakat sesuai dengan cara mereka melihat dunia masyarakat itu sendiri.[footnoteRef:8] Ranah penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana akan mengkaji peraturan hukum normatif terkait dispensasi kawin, prosedur-prosedurnya, keterkaitan dengan regulasi perlindungan anak serta kaitannya dengan penerapannya di lapangan dalam proses permohonan dispensasi kawin yang kedua.[footnoteRef:9] Data primer digunakan dalam penelitian ini, yang merupakan data yang bersumber dari objek penelitian (Field Research). Tahapan dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan pejabat berwenang di lingkungan Pengadilan Agama dan KUA di wilayah Kabupaten Wonosobo guna mendapatkan informasi mengenai persepsi mereka terkait siapa saja yang harus mendapatkan dispensasi kawin sebelum melangsungkan pencatatan perkawinan. Data sekunder juga akan digunakan dalam penelitian ini, berupa literatur yang berkaitan dengan substansi materi yang dikaji dalam oenelitian ini. Data-data tersebut akan dianalisis secara deskriptif analitis untuk digunakan sebagai kesimpulan. [8:  Robert Bodgan and Teven J. Taylor, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Terjemahan A. Khozin Afandi. (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 31.]  [9:  S. H. I. Jonaedi Efendi, S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se, Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris (Prenada Media, 2018), 149.] 


B. Timbulnya Permohonan Dispensasi Kawin Kedua
Dalam UU 35/2014 menyebutkan di dalam Pasal 1, bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang usianya belum mencapai 18 tahun, termasuk juga anak yang masih di dalam kandungan. Berbeda dengan klasifikasi anak dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), Pasal 1 ayat (5) disebutkan yang dimaksut anak yaitu seseorang yang usianya di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Dalam kategori anak menurut undang-undang hak asasi manusia, ada penekanan bahwa selain usianya, disebut anak ketika seseorang tersebut belum menikah. 
Dalam Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan batas usia seorang anak disebut telah dewasa yaitu apabila telah mencapai usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam pasal 330 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan batas usia minimal seseorang dapat melakukan perbuatan hukum yaitu telah mencapai 21 tahun atau telah menikah. Dalam usia 21 tahun tersebut seseorang sudah dapat dikatakan dewasa atau telah cakap hukum, demikian juga dibawah usia 21 tahun akan tetapi telah menikah. Seseorang yang telah menikah tesebut tidak akan menjadi kategori anak atau tidak dewasa kembali sekalipun perkawinannya telah bubar sebelum seseorang mencapai usia dewasa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 yang menyebutkan bahwa seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri.
Terdapat pluralisme hukum terkait batas usia minimal terkait usia anak dalam hukum positif Indonesia menyebabkan perbedaan batasan usia minimal kedewasaan. Pluralisme hukum tersebut memberi dampak tidak adanya satu rujukan yang seragam sebagai dasar menentukan seseorang masuk kategori anak atau telah dewasa. Sudut pandang yang dijadikan acuan sebagai penentuan kedewasaan seorang anak dikembalikan kepada aturan yang berlaku dikaitkan dengan kebutuhan permasalahan.[footnoteRef:10] [10:  Mhd Harahap, “Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum Dalam Perspektif Peraturan Di Indonesia,” JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies 1, no. 1 (2020).] 

Dalam permasalahan perkawinan, UU 16/2019 dalam Pasal 7 ayat (1) hanya ditegaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.” Dalam ayat selanjutnya disebutkan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” 
Ketentuan dalam undang undang perkawinan tersebut memberikan dampak perbedaan penafsiran antara petugas KUA yang satu dengan KUA yang lain di wilayah wonosobo. Perlu dipahami, proses pendaftaran perkawinan melalui KUA sampai terjadi penolakan sebab usia yang belum sesuai undang-undang adalah sebagai berikut:
1. Ketika seseorang hendak mencatatkan perkawinan, maka harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (PERMENAG 11/2007), dengan ketentuan:
“Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah;
b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir;
c. Persetujuan kedua calon mempelai;
d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari Kepala Desa;
e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai dibawah usia 21 Tahun;
f. Izin dari pengadilan, apabila orang tua atau wali yang dimaksud huruf e tidak ada;
g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun (disesuaikan setelah perubahan Undang-undang Perkawinan menjadi 19 sama untuk calon isteri maupun calon suami);
h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
i. Putusan pengadilan bagi yang akan poligami;
j. kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri bagi janda/duda;
l. Izin untuk menikah dari kedutaan bagi warga negara asing.”
2. Sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) PERMENAG 11/2007, disebutkan bahwa “Pemeriksaan Nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada dan atau tidaknya halangan untuk menikah menurut hukum islam dan kelengkapan persyaratan administrasinya”;
3. Dihadapan PPN, dilakukan proses pendaftaran perkawinan oleh calon pengantin. Sepanjang persyaratan sesuai aturan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, maka pencatatan perkawinan akan diterima dan diproses sebagaimana mestinya.
4. Apabila salah satu atau kedua calon pengantin tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi, salah satunya terkait usia calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal sesuai ketentuan Undang-undang, maka PPN akan melakukan penolakan pencatatan perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Permenag pencatatan nikah, disebutkan “dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka hendaknya perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan”.
5. Bentuk penolakan dari PPN tersebut berupa surat pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan atas persyaratan sehingga para pihak dapat segera melengkapi. Apabila kekurangan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pihak KUA akan mengeluarkan surat penolakan atas pendaftaran perkawinan (N-8). Surat N-8 inilah nantinya yang akan dibawa orang tua sebagai salah satu syarat untuk memohonkan dispensasi kawin atas anak mereka yang masih belum cukup usianya melangsungkan perkawinan.

Terkait seorang anak yang telah mendapatkan dispensasi kawin, kemudian bercerai dan hendak melakukan perkawinan yang kedua dimana usianya pasca perceraian belum mencukupi usia minimal perkawinan dalam undang-undang, beberapa KUA masih merespon berbeda apakah anak tersebut harus mendapatkan surat N-8 untuk mendapatkan dispensasi kawin ke pengadilan kembali, atau langsung dapat diproses perkawinan keduanya. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pihak KUA Wilayah Kabupaten Wonosobo:
1. KUA Kecamatan Kaliwiro
“Kalo yang saya alami tak kon sidang meneh (dispensasi kawin). Karena regulasinya tentang umur. Beda dengan undang-undang pemilu atau yang lain yang penting sudah kawin, Itu (undang-undang perkawinan) kan tidak. Biasanya suruh sidang lagi (dispensasi kawin) seperti yang dulu. Walaupun sudah bercerai, karena akan menikah lagi usianya belum 19 tahun tetep sidang lagi, minta dispensasi lagi ke pengadilan. Kenapa? Pertama aplikasinya menolak, tidak ada surat dispensasi tidak bisa dicetak buku nikah, semua sudah online lewat sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). Walaupun sudah janda kalau umurnya kurang, kolom nomer surat dispensasi dari pengadilan tetap harus diisi. Alasan kedua regulasinya juga tidak tertulis di bawah aturan usia itu, jika sudah janda maka kan tidak ada” [footnoteRef:11] [11:  wawancara dengan Kepala Kepala KUA Kecamatan Kaliwiro, “Pendaftaran Perkawinan Bagi Janda/Duda Usia Dibawah 19 Tahun,” April 12, 2022.] 


2. KUA Kecamatan Watumalang
“KUA Watumalang menerapkan prinsip sesuai undang-undang perkawinan bahwa apabila usia para pihak belum cukup, maka akan dibuatkan surat N-8 untuk selanjutnya digunakan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Akantetapi, apabila anak yang kurang umurnya tersebut adalah janda atau duda, maka tidak perlu mengajukan dispensasi kawin kembali. Meskipun tidak ada penjelasan dalam Undang-undang perkawinan mengenai janda atau duda yang masih usia anak tersebut, akan tetapi hal demikian merupakan keputusan pihak KUA watumalang sebagai hasil ijtihad atas berbagai pertimbangan berdasar undang-undang terkait.”[footnoteRef:12] [12:  Wawancara dengan PPN KUA Kecamatan Watumalang, “Pendaftaran Perkawinan Bagi Janda/Duda Usia Dibawah 19 Tahun,” March 23, 2022.] 


3. KUA Kecamatan Wonosobo
“Pada KUA kecamatan Wonosobo, usialah yang menjadi patokan perlu melalui mekanisme dispensasi kawin atau tidak. Tidak melihat apakah sudah pernah menikah atau tidak. Karena sekarang pendaftaran perkawinan itu sudah menggunakan sistem secara online melalui layanan SIMKAH. Apabila usia para pihak masih kurang dari 19 tahun, maka secara otomatis akan tertolak oleh sistem. Ketika saya masih bertugas di KUA kejajar ada calon pengantin yang usianya kurang dari 16 tahun, kemudian ditolak dari KUA untuk mengajukan dispensasi kawin. Dispensasi kawin sudah dikabulkan oleh hakim, perkawinan tinggal dilaksanakan, ada perubahan undang-undang dimana usianya harus 19 tahun, kan kurang lagi, jadi mengajukan dispensasi kawin lagi ke pengadilan.”[footnoteRef:13] [13:  wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wonosobo, “Pendaftaran Perkawinan Bagi Janda/Duda Usia Dibawah 19 Tahun,” April 5, 2022.] 


4. KUA Kecamatan Mojotengah
“Saat perubahan usia nikah dalam undang-undang No 16 tahun 2019, khususnya pasal 7. Harusnya tidak perlu ada polemik, kita kan punya atasan, atasan kita kepala kantor kementrian agama, dimana ada pendelegasian khusus bidang perKUAnan yaitu kasi bimas islam. Dalam rapat sudah satu suara, bahwa dalam UU perkawinan tidak ada klausul khusus seperti aturan KTP. kalau di KTP kan 17 tahun atau sudah menikah, 16 tahun kalau sudah pernah menikah artinya sudah bisa buat KTP. Di dalam UU Perkawinan kan tidak. Artinya sepanjang belum usia 19 tahun walaupun sudah pernah 2x menikah, sudah pernah mendapat 2x dispensasi kawin, tetap harus maju dispensasi.”[footnoteRef:14] [14:  Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mojotengah, “Pendaftaran Perkawinan Bagi Janda/Duda Usia Dibawah 19 Tahun,” April 19, 2022.] 


5. KUA Kecamatan Garung
“Itu juga menjadi pertanyaan kami sebagai praktisi, karena itu kan pasalnya (UU Perkawinan) bias, dan itu sudah dimintakan fatwa dari Pengadilan Agama (Wonosobo). Menurut PA Wonosobo itu (janda atau duda dibawah 19 tahun) nggak usah minta dispensasi. Fatwa tersebut intinya nek wis nikah kok cerai mau nikah lagi umurnya belum 19 tahun tidak perlu dispensasi kawin. Terkait web SIMKAH sampai saat ini masih dalam tahap penyempurnaan. Memang betul itu masih ada kendala, usia dibawah 19 tahun akan ditolak sistem tanpa ada dispensasi kawin, mengantisipasinya (janda atau duda dibawah 19 tahun yang akan nikah lagi) kami hubungkan kesana agar datanya bisa masuk (tanpa dispensasi kawin kedua). Di settingkan dari pusat lewat admin SIMKAH di Jakarta. Proses lewat admin SIMKAH Pusat tidak lama, hitungan hari”[footnoteRef:15] [15:  Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Garung, “Pendaftaran Perkawinan Bagi Janda/Duda Usia Dibawah 19 Tahun,” April 20, 2022.] 


Dasar kebijakan kepala KUA dalam menentukan perlu tidaknya dispensasi kawin kedua dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel. 2
Kebijakan Dispensasi Kawin Kedua 
	No
	KUA
	Dispensasi Kawin Kedua
	Alasan

	1.
	KUA Kecamatan Kaliwiro, KUA Kecamatan Wonosobo, KUA Kecamatan Mojotengah

	Diperlukan
	1. Berpatokan pada usia anak tanpa melihat status telah bercerai.
2. Berdasar hasil rapat dengan Kasi Bimas Islam KEMENAG Wonosobo, disepakati perlu pengajuan dispensasi kawin kedua;
3. Tanpa dispensasi kawin kedua, permohonan perndaftaran perkawinan tertolak otomatis oleh sistem SIMKAH;

	2.
	KUA Kecamatan Watumalang, KUA Kecamatan Garung
	Tidak Diperlukan
	1. Berpatokan pada status anak yang pernah menikah.
2. Berdasar Fatwa Pengadilan Agama Wonosobo, dispensasi kawin kedua tidak diperlukan;
3. Tanpa Dispensasi kawin kedua, pendaftaran perkawinan tertolak otomatis oleh sistem SIMKAH akan tetapi dapat disettingkan melalui admin SIMKAH Pusat.




Hukum adalah suatu sistem yang yang dibuat oleh manusia sehingga memiliki ketidaklengkapan dan kekurangan. Hukum merupakan hasil dari pemikiran sehingga termasuk sistem yang abstrak, dimana memiliki unsur yang sifatnya immaterial yang tidak dapat disentuh. Salah satu ciri sistem hukum adalah sistem hukum mempunyai sifat konsisten ketika menghadapi konflik. Karena di dalam sistem hukum terdapat interaksi dari bagian-bagiannya, maka memungkinkan terjadinya konflik, baik itu konflik antara perundang-undangan satu sama lain, antara peraturan perundang-undangan dengan putusan pengadilan, maupun konflik antara peraturan perundang-undangan dengan kebiasaan.[footnoteRef:16] Apabila terjadi konflik maka harus segera diselesaikan. Sistem hukum telah menyediakan asas-asas hukum untuk mengatasi konflik yang terjadi. Ciri sistem hukum yang lain disebutkan bahwa sistem hukum harus bersifat lengkap. Namun karena kegiatan manusia sangat luas baik jumlah maupun jenisnya, maka ketika terjadi kekurangan, ketidakjelasan, maupun kekosongan hukum dapat diatasi oleh sistem hukum itu dengan jalan penemuan hukum.[footnoteRef:17] [16:  Abintoro Prakoso, “Penemuan Hukum,” June 28, 2016, 32–34, accessed July 31, 2022, https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/75142.]  [17:  Ibid., 36.] 

Melihat permasalahan dispensasi kawin dilapangan, adanya perbedaan pelaksanaannya khususnya timbulnya dispensasi kawin yang kedua kali disebabkan oleh ketidaklengkapan batasan UU 16/2019. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun, dalam ayat selanjutnya disebutkan apabila terjadi penyimpangan atas umur tersebut maka orang tua dapat memohonkan dispensasi kepada pengadilan. Tidak adanya ketentuan mengenai “sudah pernah menikah” dalam pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa patokan perlu tidaknya dispensasi kawin hanya pada angka usia si anak. Hal tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran dan menimbulkan perbedaan kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA, apakah dispensasi kawin kedua diperlukan atau tidak. Maka untuk menyelesaikan perbedaan kebijakan tersebut harus dilihat kembali regulasi yang terkait. 
Tidak ada suatu undang-undang yang berdiri sendiri yang lepas dari sistem perundang-undangan. adanya suatu perundang-undangan selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Setiap undang-undang menjadi bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.[footnoteRef:18] Dengan mempertimbangkan pengertian anak dalam UU 39/1999, yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang usianya di bawah 18 tahun dan belum menikah. Dengan demikian seseorang yang telah menikah dan sudah bercerai, apabila hendak melangsungkan perkawinan lagi meskipun usianya masih usia anak, tidak harus dimohonkan dispensasi kawin yang kedua kalinya, karena telah digolongkan dalam kategori usia dewasa dan telah cakap hukum. Selain itu berkaitan dengan regulasi mengenai dispensasi kawin, bersamaan dengan disahkannya Perubahan Undang-undang Perkawinan, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (PERMA 5/2019). Dalam Pasal 1 ayat (1) Perma tersebut telah memberikan pengertian mengenai siapa yang dimaksud dengan anak, yaitu: “anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan”. Perma ini lebih spesifik memberi batasan bahwa ketika seseorang pernah menikah, maka dia tidak dalam kategori anak lagi, sehingga tidak perlu lagi membutuhkan dispensasi kawin meskipun usianya masih di bawah 19 tahun. Tetapi bisa dipahami mengapa pihak KUA lebih berpedoman kepada Perubahan Undang-undang perkawinan, karena PERMA 5/2019 lebih spesifik ditujukan kepada para hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin. [18:  S. H. Askarial, “Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum,” Menara Ilmu 12, no. 2 (2018).] 



C. Perlukah Permohonan Dispensasi Kawin Kedua
Maidin Gultom menyatakan bahwa perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan anak menjadi bergantung kepada orang lain maupun berperilaku tidak terkendali. Perlindungan tersebut harus dilakukan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan usaha yang efektif dan efisien.[footnoteRef:19] [19:  Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, vol. Cetakan Keempat (edisi revisi) (Bandung: Refika Aditama, 2014), 22.] 

Pasal 26 ayat (1) undang-undang perlindungan anak mengatur tanggung jawab dan kewajiban orang tua dimana salah satunya adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. perkawinan dengan usia terlalu dini dapat menimbulkan kematian ibu muda maupun bayi, keretakan rumah tangga sampai dengan gagalnya perkawinan. Dengan usia anak yang belum cukup untuk melangsungkan perkawinan dianggap belum mampu menciptakan rumah tangga yang bahagia. Ketika perkawinan dimaknai sekedar “lembaga pengesahan” hasrat biologis manusia, maka banyak perkawinan di Indonesia khususnya yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, berlangsung dalam mentalitas yang salah (error of mentality). Masyarakat harus memahami bahwa perkawinan dalam usia muda akan membawa dampak yang kurang baik sehingga diperlukan pengawasan lebih dari orang tua.[footnoteRef:20] [20:  Surmiati Ali, “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem),” Jurnal Legislasi Indonesia 12, no. 2 (2018).] 

Menikah dalam usia anak berdampak pada kelangsungan perkawinan, ada kecenderungan sulitnya mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, sehingga perkawinan hanya membawa penderitaan. Kekerasan dalam rumah tangga juga cukup tinggi pada pasangan yang masih usia anak, karena kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi yang sulit terkontrol. Perkawinan usia anak juga rentan dengan kemiskinan karena seseorang yang melakukan perkawinan dengan usia anak belum memiliki penghasilan yang cukup, bahkan banyak yang belum bekerja. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik juga terbatas sebab rendahnya pendidikan mereka.[footnoteRef:21] Alasan-alasan tersebut yang menyebabkan perkawinan mereka rentan terhadap perceraian. [21:  Mubasyaroh Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya,” YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 7, no. 2 (2016): 385–411.] 

Dispensasi kawin merupakan salah satu dari empat kaidah prilaku selain perintah, larangan dan izin. Dispensasi merupakan pembolehan untuk tidak melakukan sesuatu. Dispensasi dapat terjadi dalam bentuk tidak melaksanakan perintah maupun sebaliknya, melaksanakan larangan. Oleh karena itu antara dispenssi dan perintah ataupun larangan memiliki kontradiksi, sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan. Dalam hal pembatasan usia perkawinan, dispensasi kawin merupakan pembolehan untuk melangsungkan perkawinan di bawah batas usia yang ditentukan Undang-Undang yaitu 19 tahun.[footnoteRef:22]  [22:  Dani Ramdani, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Perkembangan Produk Hukum Dan Implementasinya Di Pengadilan, Cetakan ke-1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), 43.] 

Pencantuman pasal dispensasi kawin dalam Undang-Undang Perkawinan merupakan upaya dari pemerintah agar tidak menyulitkan urusan dalam hal perkawinan. Tujuan dari pemberlakuan aturan dispensasi kawin sebagai antisipasi ketika ada keadaan darurat, serta guna melegalkan suatu hubungan agar tidak terjadi hal-hal hal-hal yang tidak diinginkan. [footnoteRef:23] [23:  Tiara Dewi Prabawati and Emmilia Rusdiana, “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak,” Novum: Jurnal Hukum 6, no. 3 (2019): 1–10.] 

Melalui sosialisasi kepada Kepala KUA, Pengadilan Agama Wonosobo menetapkan bahwa dispensasi kawin tidak perlu diajukan untuk kedua kalinya dengan alasan orang yang sudah pernah menikah dianggap telah dewasa. Akan tetapi pada kenyataannya masih ada yang mengajukan dispensasi kawin kembali ke Pengadilan Agama Wonsobo sebab masih mendapatkan penolakan kedua dari KUA karena usianya masih di bawah 19 tahun. Penulis sendiri sepakat dengan pengajuan dispensasi kawin kedua, ketiga dan seterusnya. Hal tersebut harapannya bisa menjadi peringatan bagi hakim serta bahan introspeksi agar tidak mudah mengabulkan permohonan dispensasi kawin. 
Alasan hakim menerima permohonan dispensasi kawin didasarkan pada alasan menghindari kemudharatan dari terjalinnya hubungan yang tidak disahkan, kemudharatan harus dihilangkan bahwa setiap manusia tidak diizinkan melakukan kemudharatan baik ringan apalagi berat. Apabila suatu kemudharatan dapat menyebabkan kemudharatan yang lain, maka haruslah kemudharatan yang lebih ringan yang dipilih. Alasan pendukung adalah orang tua sudah merestui, dan para mempelai menjalin hubungan secara suka sama suka.[footnoteRef:24] [24:  Riya Ika Sari, “PENETAPAN DISPENSASI KAWIN OLEH HAKIM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),” Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 28, no. 1 (2022): 3158–3174.] 

Pengadilan Agama memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan anak serta berkontribusi dalam upaya melakukan pencegahan perkawinan usia anak. Karena Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan dispensasi kawin yang diikuti dengan pertimbangan hukum yang matang berdasar pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis.[footnoteRef:25] Karena banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim memberikan stigma negatif dari masyarakat bahwa hakim cenderung meloloskan semua permohonan dispensasi kawin sehingga meragukan penetapan hakim akan membawa kemaslahatan bagi calon pengantin. [25:  Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur. (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), ix.] 

Melihat beberapa penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Wonosobo, pertama dalam Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Wsb alasan dikabulkannya dispensasi kawin dengan alasan: “majelis hakim menilai anak pemohon telah patut dan siap secara jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan. Serta kedua calon mempelai telah terjalin hubungan sedemikian rupa sifatnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus ke dalam dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang berbunyi: Mencegah kerusakan /kemadhorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”. Setelah dilakukan pengecekan pada Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2022/PA.Wsb, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Wsb, Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Wsb, Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2022/PA.Wsb, alasan yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin hamper sama semua sama. Hanya berbeda identitas para pihak saja. 
Dengan diberlakukannya persyaratan dispensasi kawin kedua dan seterusnya, akan terlihat realitasnya bahwa ada beberapa anak yang melangsungkan perkawinan berkali-kali akibat perceraian di bawah 19 tahun. Meskipun telah menyandang status janda atau duda, kegagalan rumah tangga yang telah dibina dengan modal dikabulkannya dispensasi kawin pertama yang diberikan oleh hakim, membuktikan bahwa mereka masih belum cakap melakukan perkawinan. 
Dalam sebuah ikatan perkawinan dibutuhkan independensi dari masing-masing individu yang menjadi pasangan. Karena dalam menjalani kehidupan perkawinan dibutuhkan tanggung jawab dan komitmen yang penuh. Pasangan muda yang menikah di bawah umur tidak mampu mengatasi hal-hal yang demikian. [footnoteRef:26] Hal tersebut harus mulai menjadi pengingat bagi hakim selanjutnya ketika akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hakim harus benar-benar memberikan pertimbangan yang mendalam ketika akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Jangan sampai mudahnya izin perkawinan yang diberikan bagi anak di bawah umur membuat mereka berakhir pada pengajuan perceraian ke pengadilan. [26:  Sadaf Ahmed1&2 et al., “Psychological Impact Evaluation of Early Marriages,” International journal of endorsing health science research 1, no. 2 (2013): 84–86.] 


Kesimpulan
Adanya perbedaan persepsi antara KUA di Kabupaten Wonosobo dalam memahami Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebabkan perbedaan kebijakan terkait dispensasi kawin kedua. KUA yang masih mensyaratkan permohonan dispensasi kawin kedua karena berpedoman pada usia calon pengantin, sedangkan KUA yang tidak mensyaratkan dispensasi kawin kedua karena berpedoman pada status calon pengantin sebagai janda atau duda sehingga mereka tidak termasuk kategori anak meskipun usianya masih di bawah 19 tahun.
Meskipun secara yuridis pengajuan dispensasi kawin kedua tidak diperlukan sebab seseorang yang sudah pernah melangsungkan perkawinan sudah cakap hukum, akan tetapi mempertimbangkan kemaslahatan anak, dispensasi kawin kedua sebaiknya dilakukan. Dengan adanya pengajuan dispensasi kawin kedua mengindikasikan bahwa perkawinan usia anak sangat rentan berakhir pada perceraian. Banyaknya permohonan dispensasi kawin kedua dapat digunakan sebagai pengingat bagi hakim agar lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Selain itu sesuai dengan amanat UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak untuk melakukan pencegahan perkawinan usia anak.
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Tabel 1. 
Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin 
di Pengadilan Agama Wonsobo

Tahun	
2018	2019	2020	2021	139	257	661	517	


